
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.893, 2021 BNPP. Kawasan Perbatasan Tahun 2021. Rencana 

Aksi. Pengelolaan Batas Wilayah Negara.  
 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA 

DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4925); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelola Perbatasansebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 
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Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 79); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 10); 

  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 75); 

  5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

SekretariatTetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

56); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH 

NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang selanjutnya 

disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen 

perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan 

kawasan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional.   

2. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya 

disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah 

dokumen perencanaan pembangunan nasional yang 

memberikan arah kebijakan, strategi, dan program 
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pengelolaan perbatasan negara untuk periode 5 (lima) 

tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 

2024. 

3. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan Tahun 2021, yang selanjutnya 

disebut Renaksi Tahun 2021 adalah dokumen 

perencanaan program dan kegiatan perbatasan negara 

tahunan. 

4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan 

wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan 

kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan 

tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, 

termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di 

dalamnya. 

5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara 

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah 

negara di darat, kawasan perbatasan berada di 

kecamatan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan. 

8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan. 

9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya 

disebut BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 

tentang Wilayah Negara. 

 

 

 

BAB II 
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RENCANA AKSI 

 

Pasal 2 

(1) Renaksi Tahun 2021 memuat: 

a. lokasi; 

b. program/kegiatan; 

c. satuan dan volume; 

d. indikasi pendanaan; 

e. sumber pendanaan; dan 

f. instansi pelaksana. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renaksi Tahun 2021 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 3 

Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

disusun berdasarkan: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

c. Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan 

Perbatasan; 

d. Desain Besar 2011-2025; dan 

e. Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan 2020-2024. 

 

Pasal 4 

(1) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, berada di 222 (dua ratus dua 

puluh dua) kecamatan pada 54 (lima puluh empat) 

kabupaten/kota. 

(2) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), di provinsi dan lintas provinsi. 

 

Pasal 5 

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, meliputi pembangunan batas wilayah negara dan 

kawasan perbatasan. 

Pasal 6 
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(1) Indikasi pendanaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf d, sebesar Rp.8.964.552.701.813,-(delapan 

triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima 

ratus lima puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan 

ratus tiga belas rupiah)pada bagian anggaran 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf e, bersumber dari APBN pada bagian anggaran 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 

(3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf f, 29 (dua puluh sembilan) kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian. 

 

Pasal 7 

Rincian indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1), terdiri atas: 

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

sebesar Rp.3.842.453.283.679,-  (tiga triliun delapan 

ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh 

tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus 

tujuh puluh sembilan rupiah); 

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 

Rp.1.544.552.000.000,- (satu triliun lima ratus empat 

puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta 

rupiah); 

c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp.545.313.239.000,- 

(lima ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas 

juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); 

d. Kementerian Sosial sebesar Rp.475.464.325.000,- (empat 

ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh 

empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); 

e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp.408.457.616.775,- (empat ratus delapan miliar empat 

ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu 

tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); 

 

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 
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Rp.279.185.826.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan 

miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua 

puluh enam ribu rupiah); 

g. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi sebesar Rp.276.306.301.200,- (dua ratus 

tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus 

satu ribu dua ratus rupiah); 

h. Kementerian Pertanian sebesar Rp.255.493.853.000,- 

(dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan 

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu 

rupiah); 

i. Kementerian Perhubungan sebesar Rp.253.470.000.000,- 

(dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh 

puluh juta rupiah); catatan: perubahan menyusul 

j. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 

Rp.241.946.735.000,- (dua ratus empat puluh satu 

miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah); 

k. Kementerian Kesehatan sebesar Rp.237.009.922.884,- 

(dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan juta 

sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus 

delapan puluh empat rupiah); 

l. Badan Keamanan Laut sebesar Rp.126.358.727.000,- 

(seratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh 

delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);  

m. Kementerian Perindustrian sebesar Rp.91.681.960.967,- 

(sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh 

satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus 

enam puluh tujuh rupiah); 

n. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 

Rp.85.405.147.108,- (delapan puluh lima miliar empat 

ratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus 

delapan rupiah); 

o. Kementerian Perdagangan sebesar Rp.63.500.000.000,- 

(enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah); 

 

p. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 
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Rp.61.365.000.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus 

enam puluh lima juta rupiah); 

q. Badan Narkotika Nasional sebesar Rp.45.744.501.000,- 

(empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat 

juta lima ratus satu ribu rupiah); 

r. Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 

Rp.42.158.150.000,- (empat puluh dua miliar seratus 

lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah); 

s. Badan Informasi Geospasial sebesar Rp.19.465.834.000,- 

(sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta 

delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);  

t. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 

Rp.13.149.718.000,- (tiga belas miliar seratus empat 

puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu 

rupiah); 

u. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.12.624.134.000,- 

(dua belas miliar enam ratus dua puluh empat juta 

seratus tiga puluh empat ribu rupiah); 

v. Kementerian Keuangan sebesar Rp.10.813.610.000,- 

(sepuluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus 

sepuluh ribu rupiah); 

w. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

sebesar Rp.9.646.880.000,- (sembilan miliar enam ratus 

empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh 

ribu rupiah); 

x. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional sebesar Rp.9.513.859.000,- (sembilan miliar 

lima ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh 

sembilan ribu rupiah); 

y. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebesar 

Rp.6.552.172.000,- (enam miliar lima ratus lima puluh 

dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 

z. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 

Rp.3.733.006.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh 

tiga juta enam ribu rupiah); 

 

aa. Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar 
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Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); 

bb. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar 

Rp.1.064.380.000,- (satu miliar enam puluh empat juta 

tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan 

cc. Badan Pusat Statistik sebesar Rp.122.520.200,- (seratus 

dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus 

rupiah. 

 

Pasal 8 

Rincian alokasi indikasi pendanaansebesar 

Rp.8.964.552.701.813,-(delapan triliun sembilan ratus enam 

puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh 

ratus satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah), sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:  

a. Provinsi, kabupaten/kota sebesar 

Rp.8.242.223.040.613,- (delapan triliun dua ratus empat 

puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat 

puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah); dan 

b. lintas provinsi sebesar Rp.722.329.661.200,- (tujuh ratus 

dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta 

enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah). 

 

Pasal 9 

(1) Rincian alokasi indikasi pendanaan provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi: 

a. Provinsi Aceh sebesar Rp.131.384.811.817,- (seratus 

tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh 

empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus 

tujuh belas rupiah);   

b. Provinsi Sumatera Utara sebesar 

Rp.75.316.161.388,- (tujuh puluh lima miliar tiga 

ratus enam belas juta seratus enam puluh satu ribu 

tiga ratus delapan puluh delapan rupiah); 

c. Provinsi Riau sebesar Rp.298.651.169.774,- (dua 

ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus 

lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan 

ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); 

d. Provinsi Kepulauan Riau sebesar 
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Rp.722.740.365.481,- (tujuh ratus dua puluh dua 

miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam 

puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu 

rupiah);  

e. Provinsi Kalimantan Barat sebesar 

Rp.1.430.015.842.229,- (satu triliun empat ratus 

tiga puluh  miliar lima belas juta delapan ratus 

empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh 

sembilan rupiah); 

f. Provinsi Kalimantan Timur sebesar 

Rp.480.237.981.060,- (empat ratus delapan puluh 

miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan 

ratus delapan puluh satu ribu enam puluh  rupiah); 

g. Provinsi Kalimantan Utara sebesar 

Rp.1.932.749.263.492,- (satu triliun sembilan ratus 

tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh 

sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat 

ratus sembilan puluh dua rupiah);   

h. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 

Rp.846.676.371.473,- (delapan ratus empat puluh 

enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga 

ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh 

puluh tiga rupiah); 

i. Provinsi Gorontalo sebesar Rp.24.867.804.218,- 

(dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh 

tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus 

delapan belas  rupiah); 

j. Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 

Rp.81.560.905.468,- (delapan puluh satu miliar lima 

ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu 

empat ratus enam puluh delapan rupiah); 

k. Provinsi Sulawesi Utara sebesar 

Rp.219.723.737.316,- (dua ratus sembilan belas 

miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus 

tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas  rupiah); 

 

l. Provinsi Maluku sebesar Rp.652.188.920.037,- 
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(enam ratus lima puluh dua miliar seratus delapan 

puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu 

tiga puluh tujuh rupiah);  

m. Provinsi Maluku Utara sebesar 

Rp.225.819.145.046,- (dua ratus dua puluh lima 

miliar delapan ratus Sembilan belas juta seratus 

empat puluh lima ribu empat puluh enam rupiah); 

n. Provinsi Papua sebesar Rp.1.031.487.728.483,- 

(satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus 

delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh 

delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga 

rupiah); 

o. Provinsi Papua Barat sebesar Rp.88.801.833.332,- 

(delapan puluh delapan miliar delapan ratus satu 

juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga 

puluh dua rupiah). 

(2) Rincian alokasi indikasi pendanaan lintas provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi: 

a. Kementerian Pertahanan sebesar 

Rp.526.366.934.000,- (lima ratus dua puluh enam 

miliar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan 

ratus tiga puluh empat ribu rupiah); 

b. Badan Keamanan Laut sebesar 

Rp.126.358.727.000,- (seratus dua puluh enam 

miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus 

dua puluh tujuh ribu rupiah); 

c. Badan Narkotika Nasional sebesar 

Rp.45.744.501.000,- (empat puluh lima miliar tujuh 

ratus empat puluh empat juta lima ratus satu ribu 

rupiah);  

d. Badan Informasi Geospasial sebesar 

Rp.13.236.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus tiga 

puluh enam juta rupiah);  

e. Kementerian Dalam Negeri sebesar 

Rp.9.474.134.000,- (sembilan miliar empat ratus 

tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat 

ribu rupiah);  

f. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 
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Rp.576.845.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta 

delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);  

g. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus 

lima puluh juta rupiah); dan        

h. Badan Pusat Statistik sebesar Rp.122.520.200,- 

(seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh 

ribu dua ratus rupiah). 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 10 

Renaksi Tahun 2021 dijadikan sebagai: 

a. pedoman penyusunan rencana kerja pengelolaan batas 

wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 

dan 

b. acuan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan 

pengawasan atas pelaksanaan program dan 

anggaranpengelolaan perbatasan negara. 

 

Pasal 11 

Deputi mengoordinir pelaksanaan renaksi dengan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan 

pemerintah daerah terkait. 

 

Pasal 12 

Deputi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

RenaksiTahun 2021. 

 

 

 

 

 

BAB V 
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PELAPORAN 

 

Pasal 13 

(1) Deputi melakukan penyusunan pelaksanaan laporan 

Renaksi Tahun 2021 secara berkala atau sewaktu-waktu 

bila diperlukan. 

(2) Sekretaris BNPP menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BNPP. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juli 2021 

 

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENGELOLA PERBATASAN, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Agustus 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BENNY RIYANTO 



2021, No. 893 -14- 



2021, No. 893 
-15- 



2021, No. 893 -16- 



2021, No. 893 
-17- 



2021, No. 893 -18- 



2021, No. 893 
-19- 



2021, No. 893 -20- 



2021, No. 893 
-21- 



2021, No. 893 -22- 



2021, No. 893 
-23- 



2021, No. 893 -24- 



2021, No. 893 
-25- 



2021, No. 893 -26- 



2021, No. 893 
-27- 



2021, No. 893 -28- 



2021, No. 893 
-29- 



2021, No. 893 -30- 



2021, No. 893 
-31- 



2021, No. 893 -32- 



2021, No. 893 
-33- 



2021, No. 893 -34- 



2021, No. 893 
-35- 



2021, No. 893 -36- 



2021, No. 893 
-37- 



2021, No. 893 -38- 



2021, No. 893 
-39- 



2021, No. 893 -40- 



2021, No. 893 
-41- 



2021, No. 893 -42- 



2021, No. 893 
-43- 



2021, No. 893 -44- 



2021, No. 893 
-45- 



2021, No. 893 -46- 



2021, No. 893 
-47- 



2021, No. 893 -48- 



2021, No. 893 
-49- 



2021, No. 893 -50- 



2021, No. 893 
-51- 



2021, No. 893 -52- 



2021, No. 893 
-53- 



2021, No. 893 -54- 



2021, No. 893 
-55- 



2021, No. 893 -56- 



2021, No. 893 
-57- 



2021, No. 893 -58- 



2021, No. 893 
-59- 



2021, No. 893 -60- 



2021, No. 893 
-61- 



2021, No. 893 -62- 



2021, No. 893 
-63- 



2021, No. 893 -64- 



2021, No. 893 
-65- 



2021, No. 893 -66- 



2021, No. 893 
-67- 



2021, No. 893 -68- 



2021, No. 893 
-69- 



2021, No. 893 -70- 



2021, No. 893 
-71- 



2021, No. 893 -72- 



2021, No. 893 
-73- 



2021, No. 893 -74- 



2021, No. 893 
-75- 



2021, No. 893 -76- 



2021, No. 893 
-77- 



2021, No. 893 -78- 



2021, No. 893 
-79- 



2021, No. 893 -80- 



2021, No. 893 
-81- 



2021, No. 893 -82- 



2021, No. 893 
-83- 



2021, No. 893 -84- 



2021, No. 893 
-85- 



2021, No. 893 -86- 



2021, No. 893 
-87- 



2021, No. 893 -88- 



2021, No. 893 
-89- 



2021, No. 893 -90- 



2021, No. 893 
-91- 



2021, No. 893 -92- 



2021, No. 893 
-93- 



2021, No. 893 -94- 



2021, No. 893 
-95- 



2021, No. 893 -96- 



2021, No. 893 
-97- 



2021, No. 893 -98- 



2021, No. 893 
-99- 



2021, No. 893 -100

- 



2021, No. 893 
-

101

- 



2021, No. 893 -102

- 



2021, No. 893 
-

103

- 



2021, No. 893 -104

- 



2021, No. 893 
-

105

- 



2021, No. 893 -106

- 



2021, No. 893 
-

107

- 



2021, No. 893 -108

- 



2021, No. 893 
-

109

- 



2021, No. 893 -110

- 



2021, No. 893 
-

111

- 



2021, No. 893 -112

- 



2021, No. 893 
-

113

- 



2021, No. 893 -114

- 



2021, No. 893 
-

115

- 



2021, No. 893 -116

- 



2021, No. 893 
-

117

- 



2021, No. 893 -118

- 



2021, No. 893 
-

119

- 



2021, No. 893 -120

- 



2021, No. 893 
-

121

- 



2021, No. 893 -122

- 



2021, No. 893 
-

123

- 



2021, No. 893 -124

- 



2021, No. 893 
-

125

- 



2021, No. 893 -126

- 



2021, No. 893 
-

127

- 



2021, No. 893 -128

- 



2021, No. 893 
-

129

- 



2021, No. 893 -130

- 



2021, No. 893 
-

131

- 



2021, No. 893 -132

- 



2021, No. 893 
-

133

- 



2021, No. 893 -134

- 



2021, No. 893 
-

135

- 



2021, No. 893 -136

- 



2021, No. 893 
-

137

- 



2021, No. 893 -138

- 



2021, No. 893 
-

139

- 



2021, No. 893 -140

- 



2021, No. 893 
-

141

- 



2021, No. 893 -142

- 



2021, No. 893 
-

143

- 



2021, No. 893 -144

- 



2021, No. 893 
-

145

- 



2021, No. 893 -146

- 



2021, No. 893 
-

147

- 



2021, No. 893 -148

- 



2021, No. 893 
-

149

- 



2021, No. 893 -150

- 



2021, No. 893 
-

151

- 



2021, No. 893 -152

- 



2021, No. 893 
-

153

- 



2021, No. 893 -154

- 



2021, No. 893 
-

155

- 



2021, No. 893 -156

- 



2021, No. 893 
-

157

- 



2021, No. 893 -158

- 



2021, No. 893 
-

159

- 



2021, No. 893 -160

- 



2021, No. 893 
-

161

- 



2021, No. 893 -162

- 



2021, No. 893 
-

163

- 



2021, No. 893 -164

- 



2021, No. 893 
-

165

- 



2021, No. 893 -166

- 



2021, No. 893 
-

167

- 



2021, No. 893 -168

- 



2021, No. 893 
-

169

- 



2021, No. 893 -170

- 



2021, No. 893 
-

171

- 



2021, No. 893 -172

- 



2021, No. 893 
-

173

- 



2021, No. 893 -174

- 



2021, No. 893 
-

175

- 



2021, No. 893 -176

- 



2021, No. 893 
-

177

- 



2021, No. 893 -178

- 



2021, No. 893 
-

179

- 



2021, No. 893 -180

- 



2021, No. 893 
-

181

- 



2021, No. 893 -182

- 



2021, No. 893 
-

183

- 



2021, No. 893 -184

- 



2021, No. 893 
-

185

- 



2021, No. 893 -186

- 



2021, No. 893 
-

187

- 



2021, No. 893 -188

- 



2021, No. 893 
-

189

- 



2021, No. 893 -190

- 



2021, No. 893 
-

191

- 



2021, No. 893 -192

- 



2021, No. 893 
-

193

- 



2021, No. 893 -194

- 



2021, No. 893 
-

195

- 



2021, No. 893 -196

- 



2021, No. 893 
-

197

- 



2021, No. 893 -198

- 



2021, No. 893 
-

199

- 



2021, No. 893 -200

- 



2021, No. 893 
-

201

- 



2021, No. 893 -202

- 



2021, No. 893 
-

203

- 



2021, No. 893 -204

- 



2021, No. 893 
-

205

- 



2021, No. 893 -206

- 



2021, No. 893 
-

207

- 



2021, No. 893 -208

- 



2021, No. 893 
-

209

- 



2021, No. 893 -210

- 



2021, No. 893 
-

211

- 



2021, No. 893 -212

- 



2021, No. 893 
-

213

- 



2021, No. 893 -214

- 



2021, No. 893 
-

215

- 



2021, No. 893 -216

- 



2021, No. 893 
-

217

- 



2021, No. 893 -218

- 



2021, No. 893 
-

219

- 



2021, No. 893 -220

- 



2021, No. 893 
-

221

- 



2021, No. 893 -222

- 



2021, No. 893 
-

223

- 



2021, No. 893 -224

- 



2021, No. 893 
-

225

- 



2021, No. 893 -226

- 



2021, No. 893 
-

227

- 



2021, No. 893 -228

- 



2021, No. 893 
-

229

- 



2021, No. 893 -230

- 



2021, No. 893 
-

231

- 



2021, No. 893 -232

- 



2021, No. 893 
-

233

- 



2021, No. 893 -234

- 



2021, No. 893 
-

235

- 



2021, No. 893 -236

- 



2021, No. 893 
-

237

- 



2021, No. 893 -238

- 



2021, No. 893 
-

239

- 



2021, No. 893 -240

- 



2021, No. 893 
-

241

- 



2021, No. 893 -242

- 



2021, No. 893 
-

243

- 



2021, No. 893 -244

- 



2021, No. 893 
-

245

- 



2021, No. 893 -246

- 



2021, No. 893 
-

247

- 



2021, No. 893 -248

- 



2021, No. 893 
-

249

- 



2021, No. 893 -250

- 



2021, No. 893 
-

251

- 



2021, No. 893 -252

- 



2021, No. 893 
-

253

- 



2021, No. 893 -254

- 



2021, No. 893 
-

255

- 



2021, No. 893 -256

- 



2021, No. 893 
-

257

- 



2021, No. 893 -258

- 



2021, No. 893 
-

259

- 



2021, No. 893 -260

- 



2021, No. 893 
-

261

- 



2021, No. 893 -262

- 



2021, No. 893 
-

263

- 



2021, No. 893 -264

- 



2021, No. 893 
-

265

- 



2021, No. 893 -266

- 



2021, No. 893 
-

267

- 



2021, No. 893 -268

- 



2021, No. 893 
-

269

- 



2021, No. 893 -270

- 



2021, No. 893 
-

271

- 



2021, No. 893 -272

- 



2021, No. 893 
-

273

- 



2021, No. 893 -274

- 



2021, No. 893 
-

275

- 



2021, No. 893 -276

- 



2021, No. 893 
-

277

- 



2021, No. 893 -278

- 



2021, No. 893 
-

279

- 



2021, No. 893 -280

- 



2021, No. 893 
-

281

- 



2021, No. 893 -282

- 



2021, No. 893 
-

283

- 



2021, No. 893 -284

- 



2021, No. 893 
-

285

- 



2021, No. 893 -286

- 



2021, No. 893 
-

287

- 



2021, No. 893 -288

- 



2021, No. 893 
-

289

- 



2021, No. 893 -290

- 



2021, No. 893 
-

291

- 



2021, No. 893 -292

- 



2021, No. 893 
-

293

- 



2021, No. 893 -294

- 



2021, No. 893 
-

295

- 



2021, No. 893 -296

- 



2021, No. 893 
-

297

- 



2021, No. 893 -298

- 



2021, No. 893 
-

299

- 



2021, No. 893 -300

- 



2021, No. 893 
-

301

- 



2021, No. 893 -302

- 



2021, No. 893 
-

303

- 



2021, No. 893 -304

- 



2021, No. 893 
-

305

- 



2021, No. 893 -306

- 



2021, No. 893 
-

307

- 



2021, No. 893 -308

- 



2021, No. 893 
-

309

- 



2021, No. 893 -310

- 



2021, No. 893 
-

311

- 



2021, No. 893 -312

- 



2021, No. 893 
-

313

- 



2021, No. 893 -314

- 



2021, No. 893 
-

315

- 



2021, No. 893 -316

- 



2021, No. 893 
-

317

- 



2021, No. 893 -318

- 



2021, No. 893 
-

319

- 



2021, No. 893 -320

- 



2021, No. 893 
-

321

- 



2021, No. 893 -322

- 



2021, No. 893 
-

323

- 



2021, No. 893 -324

- 



2021, No. 893 
-

325

- 



2021, No. 893 -326

- 



2021, No. 893 
-

327

- 



2021, No. 893 -328

- 



2021, No. 893 
-

329

- 



2021, No. 893 -330

- 



2021, No. 893 
-

331

- 



2021, No. 893 -332

- 



2021, No. 893 
-

333

- 



2021, No. 893 -334

- 



2021, No. 893 
-

335

- 



2021, No. 893 -336

- 



2021, No. 893 
-

337

- 



2021, No. 893 -338

- 



2021, No. 893 
-

339

- 



2021, No. 893 -340

- 



2021, No. 893 
-

341

- 



2021, No. 893 -342

- 



2021, No. 893 
-

343

- 



2021, No. 893 -344

- 



2021, No. 893 
-

345

- 



2021, No. 893 -346

- 



2021, No. 893 
-

347

- 



2021, No. 893 -348

- 



2021, No. 893 
-

349

- 



2021, No. 893 -350

- 



2021, No. 893 
-

351

- 



2021, No. 893 -352

- 



2021, No. 893 
-

353

- 



2021, No. 893 -354

- 



2021, No. 893 
-

355

- 



2021, No. 893 -356

- 



2021, No. 893 
-

357

- 



2021, No. 893 -358

- 



2021, No. 893 
-

359

- 



2021, No. 893 -360

- 



2021, No. 893 
-

361

- 



2021, No. 893 -362

- 



2021, No. 893 
-

363

- 



2021, No. 893 -364

- 



2021, No. 893 
-

365

- 



2021, No. 893 -366

- 



2021, No. 893 
-

367

- 



2021, No. 893 -368

- 



2021, No. 893 
-

369

- 



2021, No. 893 -370

- 



2021, No. 893 
-

371

- 



2021, No. 893 -372

- 



2021, No. 893 
-

373

- 



2021, No. 893 -374

- 



2021, No. 893 
-

375

- 



2021, No. 893 -376

- 



2021, No. 893 
-

377

- 



2021, No. 893 -378

- 



2021, No. 893 
-

379

- 



2021, No. 893 -380

- 



2021, No. 893 
-

381

- 



2021, No. 893 -382

- 



2021, No. 893 
-

383

- 



2021, No. 893 -384

- 



2021, No. 893 
-

385

- 



2021, No. 893 -386

- 



2021, No. 893 
-

387

- 



2021, No. 893 -388

- 



2021, No. 893 
-

389

- 



2021, No. 893 -390

- 



2021, No. 893 
-

391

- 



2021, No. 893 -392

- 



2021, No. 893 
-

393

- 



2021, No. 893 -394

- 



2021, No. 893 
-

395

- 



2021, No. 893 -396

- 



2021, No. 893 
-

397

- 



2021, No. 893 -398

- 



2021, No. 893 
-

399

- 



2021, No. 893 -400

- 



2021, No. 893 
-

401

- 



2021, No. 893 -402

- 



2021, No. 893 
-

403

- 



2021, No. 893 -404

- 



2021, No. 893 
-

405

- 



2021, No. 893 -406

- 



2021, No. 893 
-

407

- 



2021, No. 893 -408

- 



2021, No. 893 
-

409

- 



2021, No. 893 -410

- 



2021, No. 893 
-

411

- 



2021, No. 893 -412

- 



2021, No. 893 
-

413

- 



2021, No. 893 -414

- 



2021, No. 893 
-

415

- 



2021, No. 893 -416

- 



2021, No. 893 
-

417

- 



2021, No. 893 -418

- 



2021, No. 893 
-

419

- 



2021, No. 893 -420

- 



2021, No. 893 
-

421

- 



2021, No. 893 -422

- 

 


